
 

 

 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 
TAHUN 2011 NOMOR 02 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  TABALONG 

 
NOMOR  02  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN KELAS AIR  PADA SUNGAI DI WILAYAH 

KABUPATEN TABALONG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABALONG, 
 

Menimbang  : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang 
memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan hajat orang 
banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap 
bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makluk hidup lainnya.  

 b. bahwa dengan meningkatnya per-kembangan pembangunan pada 
sektor industri, pertambangan dan sektor lainnya, kemungkinan 
resiko bahaya pencemaran pada sumber air khusus-nya sungai-
sungai yang berada dalam wilayah Kabupaten Tabalong yang 
disebabkan oleh limbah yang dibuang; 

c. bahwa sungai-sungai yang berfungsi sebagai sumber air bagi 
masyarakat sekitarnya, perlu dijaga kualitasnya dari 
pencemaran, sehingga perlu ditetapkan kelas airnya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penetapan Kelas Air Pada Sungai Di Wilayah 
Kabupaten Tabalong; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);  

 

 



 

 

3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagai-mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);  

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);   

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

 
 
 

- 2 - 



 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4858); 

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Untuk Penetapan Kelas Air; 

14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaraan Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan selatan 
Tahun 2006 Nomor 02); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong  Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong    Nomor 01); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di 
Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 
2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 
Nomor 02); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TABALONG 
 

dan 
 

BUPATI TABALONG 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KELAS AIR PADA 

SUNGAI DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG. 
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BAB  I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.  
3. Bupati adalah Bupati Tabalong. 
4. Instansi yang menangani Lingkungan Hidup adalah Instansi yang mempunyai 

tugas dan fungsinya di Bidang Lingkugan Hidup di Kabupaten Tabalong. 
5. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali 

air laut dan air fosil. 
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, 

termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, 
dan muara. 

7. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 
energi,dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga 
kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. 

8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya  pencegahan dan penanggulangan 
pencemaran serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai 
dengan baku mutu air. 

9. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan 
parameter tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Baku Mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 
komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya 
dalam air. 

11. Limbah adalah sisa hasil suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair,gas 
maupun padat. 

12. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam 
air atau air limbah. 

13. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, 
untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut 
menjadi cemar. 

14. Kelas air  adalah peringkat kualitas air  yang dinilai masih layak untuk 
dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu. 

15. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air. 
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BAB II 
 

PENETAPAN KLASIFIKASI MUTU AIR 
 

Pasal 2 
 

(1) Penetapan klasifikasi mutu air menunjukkan target kualitas air yang ingin dicapai. 

(2) Apabila mutu air tidak memenuhi target kualitas maka harus ditetapkan mutu air 
sasaran. 

(3) Mutu air sasaran merupakan mutu air yang direncanakan untuk dicapai dalam 
jangka waktu tetentu melalui penyelenggaraan program pemeliharaan kualitas 
air. 

(4) Penentuan jangka waktu pencapaian ditetapkan paling lambat dalam kurun waktu 
10 Tahun  secara bertahap. 

 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mutu Air sasaran dan jangka waktu pencapaian 

secara bertahap ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
  

BAB  III 
 

KLASIFIKASI  DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI 
 

Pasal  3 
 

Klasifikasi Mutu Air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas : 
a. Kelas I : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air  yang sama dengan kegunaan 
air tersebut;  

b. Kelas II : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana dan prasarana 
rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 
pertanaman dan peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 
dengan kegunaan air tersebut; 

c. Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan 
air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukkan lain 
yang mempersyaratkan  mutu air yang sama dengan kegunaan air tersebut; 

d. Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman 
dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 
kegunaan air tersebut. 

 
Pasal  4 

 
Penetapan kelas air pada Sungai yang alurnya terdapat dalam wilayah Kabupaten 
Tabalong sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal  5 

 
Kriteria Mutu Air Sungai berdasarkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dinyatakan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.  
 

Pasal  6 
 

Peruntukan air sungai bagi yang belum ditetapkan sebagai berikut : 
a. Sungai terletak pada Kawasan Lindung, dikatagorikan Kelas I dengan peruntukan 

air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum dan atau diperuntukan lain 
yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; 

b. Anak-anak sungai yang bermuara ke sungai-sungai sebagai air baku air 
minum, diperuntukannya minimal mengikuti klasifikasi dan peruntukan 
induk sungai; 

c. Sungai-sungai yang belum termasuk sebagaimana dimaksud huruf a dan 
huruf b dikatagorikan pada Kelas I dengan peruntukan air yang dapat 
digunakan sebagai air baku air minum. 

 
 

BAB IV 
 

UPAYA PENGENDALIAN  
 

Pasal  7 
 

(1) Pengawasan dan pengendalian pencemaran air dilakukan oleh Instansi yang 
menangani lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong 

(2) Pembuangan limbah cair ke dalam air harus memenuhi persyaratan baku 
mutu air limbah yang diizinkan. 

(3) Untuk mencapai Baku Mutu Air Sungai sesuai dengan peruntukannya yang 
telah ditetapkan, menugaskan kepada Instansi yang menangani lingkungan 
hidup untuk menunjang program pengelolaan lingkungan hidup. 

 
 

BAB V 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. 
   
 
 

Ditetapkan di Tanjung 
pada tanggal 10 Mei 2011 
 

 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
              LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 

NOMOR    : 02 TAHUN 2011 
TANGGAL   : 10 Mei 2011 
 

 
PENETAPAN KELAS AIR SUNGAI DI KABUPATEN TABALONG 

 
No Nama Sungai Lokasi 

Kecamatan 
Panjang 

(km) 
Luas Area 

(km2) Klasifikasi Peruntukan 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Sungai Anyar/ 

Sungai Wangi 
Banua Lawas 71,75 731,85 I Air Minum 

2. Sungai Tabalong Tanjung, Kelua 54 1040.58 I Air Minum 
3. Sungai Mangkusip Tanta 61 488 I Air Minum 
4. Sungai Jangkung Tanjung 12,5 106,25 I Air Minum 
5. Sungai Panukuan Tanta 63,5 317,5 I Mengairi 

Tanaman 
6. Sungai Jaing Murung Pudak 39 298 I Air Minum 
7. Sungai Tabalong 

Kanan 
Haruai 106 1075 I Air Minum 

8. Sungai Tabalong 
Kiwa 

Bintang Ara 119 1333 I Air Minum 

9. Sungai Kinarum Upau 61 610 I Air Minum 
10. Sungai Mangkupum Muara Uya 65,25 625,5 I Air Minum 
11. Sungai Lumbang Muara Uya 49,5 396 I Air Minum 
12. Sungai Teratau Muara Uya 18 90 I Air Minum 
13. Sungai Uwi Muara Uya 75,5 755 I Air Minum 
14. Sungai Ayu Muara Uya 61 303 I Air Minum 
15. Sungai Pasuang Muara Uya 10 50 I Air Minum 
16. Sungai Misim Bintang Ara 51 227 I Air Minum 
17. Sungai Tutui Bintang Ara 52 338 I Air Minum 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                          LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 

NOMOR       : 02 TAHUN 2011 
TANGGAL      : 10 Mei 2011 

 
 

BAKU MUTU AIR SUNGAI DI KABUPATEN TABALONG 
 

NO PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV 
 FISIKA        
1. Temperatur oC Deviasi 

3 
Deviasi 

3 
Deviasi 

3 
Deviasi 

3 
Deviasi temperatur 
dari alamiahnya 

2. Residu 
Terlarut 

mg/L 1000 1000 1000 2000  

3. Residu 
Tersuspensi 

mg/L 50 50 400 400 Bagi pengolahan air 
minum secara 
konvensional, 
residu tersuspensi  

4. Warna Skala 
TCU 

     

5. Daya Hantar 
Listrik 

Umhos/cm 
(25oC) 

     

 KIMIA 
ANORGANIK 

      

1. pH - 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 Apabila secara 
alamiah diluar 
rentang tersebut, 
maka ditentukan 
berdasarkan 
kondisi alamiah 

2. BOD mg/L 2 3 4   
3. COD mg/L 10 25 50   
4. DO mg/L 6 4 3  Angka batas minimum 
5. Total fosfat 

sbg P 
mg/L 0.2 0.2 1   

6. NO3 sebagai N mg/L 10 10 20   
7. NH3 – N mg/L 0.5 (-) (-) (-) Bagi perikanan, 

kandungan amonia 
bebas untuk ikan 
yang peka < 0,02 
mg/L sebagai NH3 

8. Arsen mg/L 0.005 1 1 1  
9. Kobalt mg/L 0.2 0.2 0.2 0.2  
10. Barium mg/L 1 (-) (-) (-)  
11. Boron mg/L 1 1 1 1  
12. Selenium mg/L 0.01 0.05 0.05 0.05  
13. Kadmium mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1  
14. Khrom (VI) mg/L 0.05 0.05 0.05 0.1  
15. Tembaga mg/L 0.02 0.02 0.02 0.2 Bagi pengolahan air 

minum secara 
konvensional, Cu < 
1 mg/L 

16. Besi mg/L 0.3 (-) (-) (-) Bagi pengolahan air 
minum secara 
konvensional, Fe < 
5 mg/L 

17. Timbal mg/L 0.3 0.3 0.3 1  
18. Mangan mg/L 0.1 (-) (-) (-)  
19. Air Raksa mg/L 0.001 0.002 0.002 0.005  
20. Seng mg/L 0.05 0.05 0.05 2 Bagi pengolahan air 

minum secara 
konvensional, Zn < 
5 mg/L 

21. Khlorida mg/L 600 (-) (-) (-)  
22. Sianida mg/L 0.02 0.02 0.002 (-)  
23. Fluorida mg/L 0.5 1.5 1.5 (-)  
24. Nitrit sebagai mg/L 0.06 0.06 0.06 (-) Bagi pengolahan air 



 

 

N minum secara 
konvensional, NO2-
N < 1 mg/L 

25. Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-)  
26. Khlorin bebas mg/L 0.03 0.03 0.03 (-) Bagi ABAM tidak 

dipersyaratkan 
27. Belerang 

sebagai H2S 
mg/L 0.002 0.002 0.002 (-) Bagi pengolahan air 

minum secara 
konvensional, S 
sebagai H2S < 0,1 
mg/L 

28. Alumunium mg/L 0.2 - - -  
29. Kesadahan 

(CaCO3) 
mg/L 500 - - -  

30. Natrium mg/L 200 - - -  
31. Perak mg/L 0,05 - - -  
32. Amoniak 

Bebas 
mg/L - 0,5 0,02 -  

33. Nikel mg/L - - - 0,5  
34. Sodium 

absorption 
ratio / SAR 

mg/L - - - 18  

35. Residual 
sodium 
Carbonat RSC 

mg/L - - - 1,25–2,50  

 
 
NO PARAMETER SATUAN I II III IV KETERANGAN 

 MIKROBIOLOGI       
1. Fecal Coliform Jml/100ml 100 1000 2000 2000 Bagi pengolahan 

air minum secara 
konvensional, fecal 
coliform < 2000 
jml/10 ml dan 
Total coliform < 
10000 jml/100 mL 

2. Total Coliform Jml/100ml 1000 5000 10000 10000  
 RADIOAKTIVITAS       
1. Gross – A Bq 0.1 0.1 0.1 0.1  
2. Gross – B  Bq 1 1 1 1  
 KIMIA ORGANIK       
1. Minyak dan Lemak µg/l 1000 1000 1000 (-)  
2. Detergen µg/l 200 200 200 (-)  
3. Fenol µg/l 1 1 1 (-)  
4. BHC µg/l 210 210 210 -  
5. Aldrin/Dieldrin µg/l 17 - - -  
6. Chlordane  µg/l 3 - - -  
7. DDT µg/l 2 2 2 2  
8. Benzene mg/L 0,01 - - -  
9. Benzo (a) pyrene mg/L 0,00001 - - -  
10. Chloroform mg/L 0,03 - - -  
11. 2,4 – D mg/L 0,10 - - -  
12. 1,2 – Dichloro – 

ethane 
mg/L 0,01 - - -  

13. 1,1 – Dichloro – 
ethane 

mg/L 0,0003 - - -  

14. Heptachlor dan 
Heptachlor 
epoxide 

mg/L 0,003 0,018 - -  

15. Hexachlorobenzene mg/L 0,00001 - - -  
16. Lindane mg/L 0,004 0,056 - -  
17. Methoxychlor mg/L 0,03 0,035 - -  
18. Pentachlorphenol mg/L 0,01 - - -  
19. Pestisida Total mg/L 0,1 - - -  
20. 2,4,6 – Tricholo – 

Phenol 
mg/L 0,01 - - -  

21. Zat Organik 
(KmnO4) 

mg/L 10 - - -  

22. Endrine mg/L - 0,001 0,004 -  



 

 

23. Karbon Kloroform 
Ekstrak 

mg/L - 0,5 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keterangan : 
Mg = milligram 
µg  = microgram 
Ml = mililiter 
L = Liter 
Bq = Bequerel 
MBAS = Methyne Blue Aktive Substance 
ABAM = Air Baku untuk Air Minum 

 
Logam DO merupakan logam terlarut.  
Nilai diatas merupakan maksimum, kecuali pH dan DO. 
Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum. 
 
Nilai DO adalah batas minimum. 
Arti (-) di atas dinyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.  
Tanda < adalah lebih kecil atau sama dengan. 
Tanda < adalah lebih kecil.  

 
 
 

 

 
 
 

 

24. Organofosfat dan 
carbamate 

mg/L - 0,1 0,1 -  

25. PCD mg/L - Nihil - -  
26. Senyawa aktif biru 

metilen / 
surfaktan 

mg/L - 0,5 0,2 -  

27. Toxaphene mg/L - 0,005 - -  


